
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2021 
' 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 
Tahun 2019 telah ditetapkan kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Kalimantan Barat; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan 
Barat mengalami perubahan yaitu melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan bidang pertanahan, serta 
pelaksanaan sub urusan bangunan gedung, penataan 
bangunan dan lingkungannya (cipta karya) dialihkan ke 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 
Kalimantan Barat; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka susunan 
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk dilakukan 
penyesuaian dan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman P · · · · tan Barat; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1574); 

AS'1STEN ! I I 
EKARO PERANGKAT DAERAH 

SEDA 
"UM PEMERA&ASA 

" 

� � ? I ( 



-3- 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987); 

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tenta.ng Peruba.han Kedua. 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan da.n Susuna.n Perangka.t Da.erah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

12. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 tenta.ng 
Keduduka.n, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Perumaha.n Rakyat dan Kawa.sa.n 
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 70); 

Meneta.pka.n 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN 
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT. 

Pasa.l I 

Bebera.pa ketentuan da.la.m Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 
tenta.ng Keduduka.n, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimant~n 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta.hun 2019 Nomor 70), 
diubah seba.ga.i berikut: 
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1. Ketentuan Pa.sal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pa.sal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesa.tuan Republik 
Indonesia. sebagaimana dima.ksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Ta.hun 1945 
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyclengg@I@ 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kalimantan Ba.rat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur 
pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan daerah di bidang 
pertanahan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan 
Barat. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

16. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas pembinaan, penyelengga.raan perumaha.n, 
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, 
pencegahan da.n peningkatan kualita.s terha.dap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan da.n sistem 
pembiayaan, serta peran masyara.ka.t. 

1 7. Perumaha.n a.da.lah kumpula.n ruma.h seba.ga.i ba.gian da.ri permukima.n., 
ba.ik perkotaa.n ma.upun perdesa.a.n, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana., dan utilitas umum sebagai basil upa.ya. pemenuhan ruma.h 
yang la.yak huni. 
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18. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggl 
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. 

19. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

20. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari 
atas lebih satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 
utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain 
dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 

21. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 

22. Pembinaan perumahan rakyat adalah suatu bidang pembinaan dan 
perumahan rakyat wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek 
fungsional. 

23. lzin Lokasi adalah izi:n yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya 
dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk 
menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

24. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum. 

25. Hal, Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat yang 
selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut 
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas 
wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk 
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam 
wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang 
timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan 
tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah 
yang bersangkutan. 

26. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat 
dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan 
permukiman, dan pertanahan; 

b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, 
dan pertanahan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, 
dan pertanahan; 

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, 
kawasan permukiman, dan pertanahan; 

. ., e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan 
permukiman, dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabi!itas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Jingkungan Dinas; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan 
permukiman, dan pertanahan; 

h. pelaksanaan administrasi di Jingkungan Din.as; dan 
1. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta 
pertanahan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 
c. Bidang Perumaha.n; 
d. Bidang Kawa.san Permukiman; 
e. Bidang Pertana.ha.n; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis; 

(2) Susuna.n organisasi Dinas sebagaimana tercantum dala.m Lampira.n 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA 
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5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
mempunya1 
membina, 
melaporkan 
permukiman, 
undangan. 

tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, 
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan 
kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan 
serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala 
Dinas mempunyai fungsi : 
a. penetapan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, 

dan pertanahan; 
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, 

dan pertanahan; 
c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan, 

kawasan permukiman, dan pertanahan; 
d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan, kawasan 

permukiman, dan pertanahan; 
e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan 

permukiman, dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; 

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan 
kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan 
dengan perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan 
permukiman, dan pertanahan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta 
bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan. 

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEDA 
U,UM PEMRAKARSA 

� r- J- ( 
. 



-8- 

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di 
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan 
keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 
lingkungan Dinas. 

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan 

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum 
dan aparatur, dan pengelolaan aset; 

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, 
dan pengelolaan aset; 

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana 
kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan 
aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas; 

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan 
keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di 
lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan 
publik di lingkungan Dinas; 

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
kesekretariatan; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi kesekretariatan; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi: 
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan 

Keuangan;dan 
b. Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, 
monitoring, evaluasi, dan keuangan, serta mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub 
Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, 

Evaluasi, dan Keuangan; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 

penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan di 
lingkungan dinas; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
lingkungan Sekretariat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di 
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan; 

e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, 
evaluasi, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub 
Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, 
monitoring, evaluasi, dan keuangan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, 
monitoring, evaluasi, dan keuangan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, 
monitoring, evaluasi, dan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris. 

KARO 
HUKUM 

PERANG&AT DAEAH 
EMRAKARSA 

AS1STEN I 



- 10- 

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah 
bahan kebijakan di bidang umum, aparatur, dan aset, serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub 
Bagian Umum, Aparatur, dan Aset mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 

umum, aparatur dan aset di lingkungan dinas; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

lingkungan sekretariat; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang 

umum, aparatur, dan aset; 
e. pelaksanaan urusan di bidang umum, aparatur, dan aset sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub 

Bagian Umum, Aparatur dan Aset; 
g. pemberia.n saran dan pertimba.nga.n kepa.da. sekretaris berkena.a.n 

denga.n tuga.s dan fungsi di bidang umum, aparatur dan a.set; 
h. pela.ksa.na.an monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 

pela.ksa.na.a.n tuga.s dan fungsi di bidang umum, aparatur dan a.set; da.n 
i. pelaksanaan fungsi lain di bida.ng umum, a.pa.ra.tur dan a.set yang 

diserahka.n oleh sekreta.ris. 

14. Ketentuan Bagian Ketujuh da.n Pa.sal 36 diuba.h, sehingga. berbunyi seba.gai 
berikut: 

Ba.gia.n Ketujuh 
Bidang Perta.naha.n 

Pa.sa.l 36 

Bida.ng Perta.na.ha.n seba.ga.ima.na. dima.ksud dalam Pa.sa.l 5 a.ya.t (1) huruf e, 
dipimpin oleh seora.ng Kepala. Bidang yang berada di bawah dan 
berta.nggungja.wa.b kepa.da. Kepala. Dinas. 

KARO PERANG&AT DAERAH ASISTEN I SEKDA 
HUKUM PEMRAKARSA 
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15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi 
di bidang pertanahan. 

16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
Bidang Pertanahan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, 

penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah 
ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian 
sengketa tanah, dan tanah ulayat; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan 
tanah ulayat; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 
membawahi: 
a. Seksi Pengadaan Tanah; 
b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan 
c. Seksi Tanah Ulayat. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pertanahan. 
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18. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 

Seksi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan 
teknis di bidang pengadaan tanah serta mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

19. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi 
Pengadaan Tanah mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengadaan Tanah; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 

bidang perizinan pertanahan; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penetapan lokasi 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian izin lokasi 
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, 
perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengadaan tanah; 
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang pengadaan tanah; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengadaan tanah yang diserahkan 

oleh Kepala Bidang. 

20. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 42 

Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan 
kebijakan teknis di bidang penyelesaian sengketa tanah serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SWIDA 
HUKUM PEMRAKASA 
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21. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 43 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi 
Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 

bidang penyelesaian sengketa tanah; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyelesaian sengketa 

tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah 
untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi, penetapan 
subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah 
kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyelesaian sengketa 
tanah; 

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
penyelesaian sengketa tanah; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang penyelesaian sengketa tanah; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelesaian sengketa 
tanah;dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyelesaian sengketa tanah yang 
diserahkan oleh Kepala Bidang. 

22. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 44 

Seksi Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan 
teknis di bidang tanah ulayat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

23. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 45 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi 
Tanah Ulayat mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Tanah Ulayat; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 

bidang tanah ulayat; 
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c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tanah ulayat; 
d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penetapan tanah ulayat 

yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi, penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, inventarisasi dan 
pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 
(satu) Daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
tanah ulayat; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang tanah ulayat; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanah ulayat; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang tanah ulayat yang diserahkan oleh 
Kepala Bidang. 

24. Ketentuan Bagian Kesembilan dan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Bagian Kesembilan 
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 48 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal49 

Ganga. 
KARO PERANG&AT DAERAH ASISTEN I SEDA 

HUKUM PEMRAKARSA 
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(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai 
ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai 
ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-un 
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(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan 
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

26. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 49A 

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah 
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun 
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, 
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan 
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

27. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 50 

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, 
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada 
bawahannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah 
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan 
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

KARO PERANGKAT DAERAH ASIS TEN I SEDA 
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28. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 

( 1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan 
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang 
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta 
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing- 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam 
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. 

29. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan 
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang 
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan 
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam 
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat 
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

30. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 54 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya 
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur 1111 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 

) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,( 

7 �RMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

Q 
A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 



% 
0 , 
z = z° ze ? 

A 

3# 
w 

% 
p 

2 

# 
# 
D 
2 

a 

• 
z: 

( 

z 

$ 

z 

24 

� £ 

<¢ 

- 
5 

c4 

"' 

� 

£ 
U 

£4 
2 

ci 

z 
.4 

Z 

) 

%86 

.n • 
£ 

c 

z5 
5 

40% 
• 

\ 

z5 z. 
,2 4 

- $z e 5 = 0 

+ <' "° 
z ,-. 

9?0 - a z 
tl 5 

54). a 
.0t 

7 ; 0 a~ 
- 4 z< 

«et" 

<< 
8a ~z G +-l 

r 

• 
z::, () s a~ %± 

' 
• < 

0 ~ 
z; "' 2 
£ 

...1 

12) 

0 "' z 
0¢ 

D z 
) 

U) 

' 

• 

£ 

I I 

ci 

I 

• ± 

- � 

' 

£ 
- ' - 

,J 

z 2 z 

'- 

< ::, 
;;] <' z.2 

-" 

U 

5 
z; <; <, % 

P 
~z 

; 

±= 
g£ 5% 5= 

- z9% 
e 

.< 25 

a8 - 
ggg .z. _E5 

0. 
5&{5 

gag 

m z 
z9; 

zt 
'i <2 

:2 05 

4z <z 

5 
• <;94 

5 5z= 

0, 
z09l 6 

2 S 

<, ±?° 
g @ 

55 

655? 
% 

z5 5a# 

j4. 

A 
e z8 

2 

tel 
0 

; 

0 % 
U) - 

s±= 

~e 

gt 

n. 

i 

t 

.p 

zzeh 

I 

@z 

- I - � 

35%% 

I 

g# 

- 

552 6i_5 
4t 

7 
Oz 

,- 

5= 

z. 

E° 

± z 

.E 
iz5~ 

< if z. 

z. a 

55 

z 2D 
• < 

f m 
e $ 

2 

~z± 

• 5= 
z :r: 

-. z. a2 

o ~ - = $ 
W<O.. z% %== 

a 1-, .4 dz 
• a 

gs 
• DD 

tl 
9 zf i5 

Es 
cn 04 

a2% = 

«.2 
e .z a% i ,a 

z- 

5g£? 

·57 

a < 5E 

vi a2 

.0 z+ 
- £ 

a.2 tea- 
gm# 

9- 

() a.2 zt° 

n.g 

4 
P 

• z 

( • £ 
0! 

• £ 

cg 

04 

z9 

I 

6i# 
- I I - I 


